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Abstrak
 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang sangat panjang dan

berbatasan dengan sepuluh negara. Hal tersebut menyebabkan delimitasi batas maritim merupakan hal yang

penting bagi Indonesia. Namun demikian proses delimitasi batas maritim seringkali membutuhkan waktu

yang sangat lama hingga ber tahun-tahun. Permasalahan yang sering timbul ketika proses negosiasi

delimitasi batas maritim sedang berlangsung adalah apabila terjadi pelanggaran kenentuan hukum nasional

dari kedua negara, sehingga sering menimbulkan ketidak pastian hukum terkait siapa yang memiliki

kewenangan untuk menegakkan ketentuan hukum nasional di perairan perbatasan yang belum ditentukan

diantara kedua negara. Ketidak pastian tersebut sering berakibat pada saling tangkap terhadap pelanggaran

yang terjadi di perairan perbatasan yang belum ditentukan oleh kedua negara yang bersengketa. Terkait hal

tersebut UNCLOS hanya memberikan kewajiban kepada kedua negara untuk membentuk pengaturan

sementara di perairan perbatasan yang belum ditentukan untuk mencegah terjadinya konflik. Skripsi ini

lebih lanjut akan menganalisa mengenai regulasi nasional dan Internasional serta praktek negara-negara

terkait penegakan hukum di perairan perbatasan yang belum ditentukan. Adapun penegakan hukum di

perairan perbatasan yang belum ditentukan dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu penegakan hukum secara

preventif, Kuratif dan Represif. Berdasarkan praktek negara dan hukum internasional tindakan represif oleh

negara di perairan perbatasan yang belum ditentukan dapat menimbulkan konflik dan memperlambat

penyelesaian delimitasi batas maritim antara kedua negara. Sehingga dapat disarankan bahwa di perairan

perbatasan yang belum ditentukan negara hanya dapat melakukan penegakan hukum secara preventif dan

juga kuratif.

......Indonesia as the largest archipelagic country in the world has a very long coastline and is bordered by

ten countries. This makes delimitation of the maritime boundary is genuinely important for Indonesia.

Nevertheless, the process of maritime boundary delimitation often takes a very long time. The problem that

often arises when the maritime boundary delimitation negotiation process is underway is if there is a

violation of the provisions of the national law of both countries, which often leads to legal uncertainty over

who has the authority to enforce national law provisions in the unresolved maritime boundary between the

two countries. Such uncertainty often results in interception of violations occurring in undefined border

waters by the two disputing countries. In this regard, UNCLOS only provides obligations to both countries

to establish provisional arrangements in undefined border waters to prevent conflicts. This thesis will further

analyze the national and international regulations as well as the practice of law enforcement related

countries in undefined border waters. The law enforcement in unspecified border waters can be divided into

three forms preventive law enforcement, curative and repressive. Based on country practice and

international law, repressive action by the state in undefined border waters can lead to conflict and slow the

completion of the delimitation of the maritime boundary between the two countries. So it can be suggested
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that in the undefined border waters country can only do law enforcement in a preventive and also curative.


